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Annisa Dwitama, NIM : 02115022 Tubuh yang ideal pada wanita cenderung
dibayangkan dengan badan yang ramping, kurus, berlekuk dan bugar sebaliknya
tubuh laki-laki yang ideal ialah tubuh yang berotot. Kondisi ini semakin menguat
karena iklan pada media sosial mampu menggiring opini masyarakat untuk menilai
tubuh yang ideal sesuai dengan konten iklan tersebut, iklan yang disajikan
menjadikan badan yang idaman sehingga mempengaruhi individu.Penilaian tentang
adanya bentuktubuh yang dianggap ideal dan ada yang tidak ideal, penilaian ini
sudah lama dimiliki manusia di seluruh belahan bumi. Pada era sekarang tentunya
seluruh masyarakat berada didalam era globalisasi yang paling dekat hubungannya
dengan kemajuan teknologi, Perkembangan sistem teknologi saat ini berdampak
juga terhadap kejahatan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Media sosial dapat
menjadi fasilitas untuk perbuatan body shaming karena tidak dapat dipungkiri sosial
media sebagai fasilitas untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Tindakan body
shaming yang memiliki unsur penghinaan, menjatuhkan martabat atau harga diri
seseorang dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena body shaming
termasuk dalam delik aduan dan dapat dijerat dengan Pasal 310 sampai dengan
Pasal 320 dalam Buku Kedua tentang Kejahatan BAB XVI tentang Penghinaan
dalam KUHP dan Pasal 27 ayat 3 (jo), Pasal 45 ayat 3 (jo) UU No 19 Tahun 20016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini menjadi UU No 11 Tahun
2008.Body shaming yang termasuk dalam tindakan penghinaan atau pencemaran
nama baik di lakukan di media sosial atau internet, Kitab Undang-Undang Pidana
akan berlaku jika tindakan tersebut dilakukan secara lisan melalui tulisan atau
gambar.
Kata Kunci : Body Shaming, Body Image, Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.
ABSTRACT
Annisa Dwitama, NIM : 02115022The ideal body in women tends to be imagined
with a body that is slender, thin, notched and fit otherwise the ideal male body is a
muscular body. This condition is getting stronger because advertisements on social
media are able to lead public opinion to judge the ideal body in accordance with
the content of the ad, the ads that are presented make the body a dream that affects
individuals. An assessment of the shape of the body is considered ideal and some
are not ideal, this assessment has long been owned by humans in all parts of the
earth. In the present era, of course, all societies are in the era of globalization
which is most closely related to technological progress. The development of the
current technological system has an impact on crime, both in quantity and quality.
Social media can be a facility for body shaming because social media cannot be
denied as a facility to communicate and socialize. Body shaming actions that have
an element of humiliation, dropping dignity or self-esteem can be reported to the
authorities because body shaming is included in the complaint offense and can be
charged with Article 310 to Article 320 in the Second Book on Crime CHAPTER
XVI concerning Insults in the Criminal Code and Article 27 paragraph 3 (jo),
Article 45 paragraph 3 (jo) of Law No. 19 of 2016 concerning Information and
Electronic Transactions on amendmentrs to Law No. 11 of 2008. Body shaming
which is included in acts of humiliation or defamation is done on social media or
internet, the Criminal Code will apply if the action is carried out verbally through
writing or drawing.
Keywords: Body Shaming, Body Image, Humiliation and Defamation.
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Berdasarkan hasil penulisan yang berisikan tentang uraian dan pembahasan
diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu :
1. Berdasarkan penelitian yang ditulis dapat ditarik kesimpulan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak disebutkan tentang tindakan
body shaming, tetapi jika dilihat melalui teori-teori, unsur-unsur, dan
dikaitkan dengan hukum pidana body shamingmerupakan tindak pidana
Penghinaan. Tindakan body shamingdalam hukum di Indonesia merupakan
tindakan pidana yang dapat di laporkan karena termasuk ke dalam delik
aduan, korban body shaming di lindungi oleh hukum dan undang-undang di
Indonesia. Perundang-undangan di Indonesia tindakan body shaming atau
penghinaan (pencemaran nama baik) diatur dalam Pasal 310 sampai Pasal
320 BAB XVI, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36
BAB VII. Body shaming atau Penghinaan fisik dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya menyebutkan tentang
definisinya saja tentang, sedangkan jika dalam Undang Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 body shamimg atau penghinaan fisik merupakan perbuatan
yang dilarang dan menyebutkan penghinaanfisik tanpa menjelaskan
KESIMPULAN
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definisinya. Pasal-pasal tersebut tergolong dalam pasal karet (herzaai
artikelen), tidak terdapat tolak ukur yang jelas mengenai tindakan body
shaming atau penghinaan fisik sehingga pasal-pasal ini dapat menimbulkan
suatu ketidakpastian hukum.
2. Tindakan body shaming atau penghinaan fisik yang diatur dalam BAB XVI
KUHP dan dituangkan ke dalam Undang-Undang baru dengan adanya unsur
tambahan khusus yaitu perkembangan dalam bidang informasi dan
elektronik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak dapat dipisahkan dari norma dasar
yaitu Pasal 310 sampai Pasal 320 KUHP. Keberadaan sanksi atau ancaman
dalam Pasal 310 sampai Pasal 320 KUHP dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbeda, dalam
Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 dianggap sebagai suatu kewajiban yang sah, karena
penyebaran melalui media internet atau media sosial lebih cepat dan
berjangkauan luas. Dalam pasal dalam KUHP maupun Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas
perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menerapkan sanksi
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